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ABSTRAK 

Keberadaan Partai Politik mempunyai peran sangat penting dalam menjalin hubungan dengan 

masyarakat yang mana Partai Politik menjadi wadah awal untuk mereka menjadi para politisi 

dalam bernegara, namun saat ini partai politik seakan tidakn terkontrol dalam 

pembentukannya karena setiap tahun pasti ada partai politik yang baru hal ini menyebabkan 

Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin banyak untuk partai politik sehingga 

perlu adanya pembatasan jumlah dan anggaran partai politik. 

Metode  penelitian yang digunakan adalah Normatif  dengan  Menggunakan 1 ( satu ) 

pendekatan yaitu Pendekatan per Undang Undangan ( statute approach ) . 

Berdasarkan Penelitian yang di lakukan Dengan adanya Permasalahan Kenaikan Partai 

Politik Menurut Saya terlalu banyak karna di lihat dari Anggaran Untuk Partai Politik bukan 

hanya di biayai APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara )  tetapi juga dari Iuaran 

Anggota dan Juga Badan Hukum jadi Pemerintah harus melihat terlebih dahulu kebutuhan 

Partai Politik itu Seperti apa Sehingga Pemerintah Tidak terlalu Memprioritaskan Anggaran 

Untuk Partai Politik karena Masih Ada Masyarakat Dan pendidikan serta Kesehatan yang 

lebih membutuhkan Dari pada Partai Politik itu Sendiri 
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ABTRACT 

existence party political have role are critical in build relationship with community which is 

party political become container start for they become some politician in having state, but 

current's party political as though tidakn controlled in formation because annually certainly is 

party political that new matter's cause budget that issued by government more many for party 

political so that need existing restriction amount and budget party political. method research 

that used is normative with use 1 (one) approach that is approach per invite invitation (statute 

approach). based on research that in do as is issue increase party political according to i 

excessive because in see from budget for party political not only in finance national budget 

plan (budget income shopping country) but also from iuaran member and also body law so 

that government must see preemptively need party political that like what so that government 

not very prioritize budget for party political because extant community and education and 

health that more need from at party political itself it. 
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